MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
REPUBLIK INDONESIA, Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lem-
. Menimbang : baran Negara Repubiik Indonesia Nomor 5494);

| a. bahwa dalam rangka menindakianjuti ketentuan = 3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994
Pasal 6 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Neg- tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
ara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refor- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

masi Birokrasi Nomor 01 Tahun 2011 tentang 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara :
Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan dan . Republik Indonesia Nomor 3547), sebagaimana
Angka Kreditnya, sebagaimana telah diubah den- telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No-
gan Peraturan Menteri Pendayagunaan Apara- mor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan atas
tur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 47 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994
Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
dan Reformasi Birokrasi Nomor 01 Tahun 2011 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara

. tentang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan Republik Indonesia Nomor 5121);

dan Angka Kreditnya, perlu menetapkan petunjuk | 4. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000
teknis Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Bidang Penaatan Peraturan Perundang-undangan Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
Kelautan dan Perikanan; 194, Tambahan Lembaran Negara Republik In-

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana donesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Per- dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun
aturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Pemer-
Patunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengawas intah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi
Perikanan Bidang Penaatan Peraturan Perundang- Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Repub-
undangan Kelautan dan Perikanan; lik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tamba-

han Lembaran Negara Republik Indenesia Nomor

Mengingat : 4332);

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang 5. Peraturan Pemerintah Nomor:21 Tahun 2014
Perikanan {Lembaran Negara Republik Indonesia tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran vang Mencapai Batas Usia Pensiun bagi Pejabat

- Negara Republik Indonesia Noemor 4433}, seb- Fungsional (Lembaran Negara Republik Indonesia
agaimana telah diubah dengan UndangUndang Tahun 2014 Nomor 58);
Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas 6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang |
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Nega-
Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia ra Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8};
Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran 7. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 20156 ten-
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PENGUMUMAN / PERATURAN PEMERINTAH _

PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS

PERIKANAN BIDANG PENAATAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

(Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan R.l
Nomor 50/PERMEN-KP/2016, tanggal 14 Desember 2016)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Negara Republik Indonesia Nomor 5073);




PENGUMUMAN

/ PERATURAN PEMERINTAH

tang Kementerian Kelautan dan Perikanan {Lem-
baran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 111);

8. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 ten-
tang Rumpun Jabatan Fungsicnal Pegawai Negeri
Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Presiden Nomor 97 Tahun 2012 tentang Peruba-
han atas Xeputusan Presiden Nomor 87 Tahun
1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pega-
wai Negeri Sipil [Lembaran Negara Republik Indo-
nesia Tahun 2012 Nomor 235};

9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor
121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Ke-
menterian dan Pengangkatan Menteri Kabinet
Kerja Periode Tahun 2014-2019 sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden
Republik Indonesia Nomor 83/P Tahun 2016 ten-
tang Penggantian Beberapa Menteri Negara Kabi-
net Kerja Periode 2014-2019;

10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur ‘Negara dan Reformasi Birokrasi No-
mor 01 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsion-
al Pengawas Perikanan dan Angka Kreditnya,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 47 Tahun 2014
{Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 1872};

11. Peraturan Bersama Menteri Kelautan dan Perikan-
an dan Kepala Badan Kepegawaian Negara No-
mor 01/PERBERMKP/2015 dan Nomor 37 Tahun
2015 tentang Ketentuan Pelaksanadn Peraturan
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomar 47 Tahun 2014
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Neg-
ara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Retor-
masi Birokrasi Nomor 01 Tahun 2011 tentang Ja-

- batan Fungsional Pengawas Perikanan dan Angka
Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Ta-
hun 2013 Nomor 32);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
TENTANG PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSION-
AL PENGAWAS PERIKANAN BIDANG PENAATAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KELAUTAN
DAN PERIKANAN.

Pasal 1

Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penga-
was Perikanan Bidang Penaatan Peraturan Perun-
dang-undangan Kelautan dan Perikanan, merupakan
acuan bagi pejabat yang secara fungsional membi-
dangi kepegawaian dan pejabat yang berkepentingan
di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
dan instansi terkait dalam melaksanakan kegiatan dan |
pengelolaan yang berkaitan dengan Jabatan Fung-
sional Pengawas Perikanan Bidang Penaatan Per-
aturan Perundang-undangan Kelautan dan Perikanan.

Pasal 2
Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penga-
was Perikanan Bidang Penaatan Peraturan Perun-
dang-undangan Kelautan dan Perikanan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Per-
aturan Menteri ini.

Pasal 3
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tang-
gal diundangkan. '
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintah-
kan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan pen-
empatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Desember 2016
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SUSI PUDJIASTUTI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Desember 2016
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN,

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA |

REPUBLIK INDONESIA,
tid.
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2016 NOMOR 1953

Catatan hedaksi :
- Karena alasan teknis, Lampiran tidak dimuat.

(BN )
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